WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB )KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan

Menimbang a.
Daerah Kota Serang Nomor 17 ‘Tahun 2010 tentang, Pajak
Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Serang,
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPI I''B).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan |.cmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, lambahan -
Lembaran Negara RI Nomor 1389); n

4. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang,
Pemeriksaan Pengelolaan dan langgung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor ‘66,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor +400);

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan = Daerah  (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik I[ndonesia Nomor H37) scbagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggeant
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah Menjadi Undang-undang (1 embaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

w

b. Undang-Undang, ...
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Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4748);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan |.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentany,
Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 6);

Peraturan Dacrah Kota Serang Nomor 4 lahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang  (Lembaran
Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Dacrah
sebagaimana telah  diubah  dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeraly;

Peraturan Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyvusuan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penvampainnva.

MEMUTUSKAN :

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(BPHTB ) KOTA SERANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

™o

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang sclanjutnva disingkat DPKD

adalah DPKD Kota Serang;

Kantor Badan Pertanahan Nasional adalah Kantor BPN Serang;

e . % H 1 [0 l
Bea Perolehan Tak atas Tanah dan Bangunan vang sclanjutnva disingha

BPITB adalah pajak vang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau

bangunan;

4. Perolchan ... R
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eareilis Tl - -
Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiva hukum yang mengakibatkan diperolchnva hak atas tanah dan/atau
bangunan olch orang pribadi atau Badan;

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, scbagaimana dimaksud  dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembavar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, vang mempunvai hak dan kewajiban
pPerpajakan  sesuai dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan
perpajakan dacrah;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal vang merupakan kesatuan
baik vang melakukan usaha maupun vang tidak melakukan usaha vang,
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnva, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik dacrah (BUNID) denean
nama dan dalam bentuk apapun, tirma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persckutuan, pcrkumpulmw, yavasan, organisasi massa, arganisasi  sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnva termasulk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

Pejabat Pembuat Akta Fanah/Pejabat Lelang, adalah pihak vang berwenang
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
Bendahara Penerimaan adalah pejabat  fungsional vang ditunjuk untuk
menerima, menvimpan, menvetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan vang pendapatan ua ng pendapatan daerah dalam

[ale]
rangka pelaksanaan APBD pada unit Kerja SKPD;

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional vang ditunjuk

untuk  menerima, menyimpan, menyvetorkan,  menatausahakan,  dan

mempertanggungjawabkan  uang  pendapatan dacrah  dalam rangka

pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;

Bank atau Tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga vang menerima
pembavaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

Dokumen terkait Perolchan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan adalah
dokumen  vang  menvatakan  telah terjadinya - pemindahan hak  atas
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa sural
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris,dan lain-lain vang,
memiliki kekuatan hukum;

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnva disingkat S5PD
BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Dacrah atau tempat lain
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sckaligus untuk melaporkan data
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Banguanan adalah dokumen
legal penctapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari «atu
pihak ke pihak lain;
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objeck dan subyek pajak, penentuan besarnva pajak vang terutang sampa
kegiatan penagihan  pajak kepada  Wajib Pajak  serta  pengawasan
penvetorannya;

16, Satuan .o
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